BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sanksi pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi adalah sanksi pidana
denda saja. Korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, pidana
kurungan, maupun pidana mati karena korporasi merupakan badan hukum
rechtpersoon. Rumusan mengenai pidana denda bagi korporasi tercantum pada
Pasal 130, dan 131 UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Selain sanksi pidana pokok, juga ada sanksi pidana tambahan yang sesuai
dengan pengaturan perundang-undangan yaitu Pasal 10 KUHP yang terdiri dari
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman
putusan hakim.

Dalam hal sanksi pengganti yang dijatuhkan kepada korporasi
(rechtpersoon) apabila korporasi tidak dapat membayar sanksi pidana pokok
berupa sanksi denda, maka harus ada sanksi pengganti bagi korporasi
tersebut.Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum pada
Pasal 30 ayat (2) yang mengatur mengenai sanksi pidana pengganti, dimana telah
dijelaskan apabila pidana denda tidak dapat di bayar maka diganti dengan pidana
kurungan. Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan kepada manusia (naturlijk

persoon) dan tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi (rechtpersoon).
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UU Paten juga tidak menjelaskan tentang pembedaan antara sanksi pidana
korporasi (rechtpersoon) dengan manusia (naturlijk persoon) karena tidak ada
pemberatan sanksi yang diberikan kepada korporasi serta tidak ada pengaturan
hukum mengenai sanksi pengganti apabila korporasi tidak dapat membayar pidana
denda serta pidana tambahan yang dapat dijatuhkan, maka konsekuensi yuridis

dengan tidak adanya pengaturan ini menimbulkan kekosongan hukum.

B. Saran

Pengkajian secara mendalam diperlukan dalam terrhadap Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dimana dalam UU Paten perlu dirumuskan
Pasal yang mengatur mengenai pemberatan pidana korporasi, sanksi pengganti,
serta pembedaan sanksi pidana korporasi (rechtpersoon) maupun manusia
(naturlijk persoon) yang melakukan tindak pidana di bidang Paten. Berdasarkan
Pasal 132 UU Paten tidak di cantumkan sama sekali mengenai sanksi pidana
pokok terhadap korporasi, oleh karena itu dibutuhkan upaya ‘“Peninjauan
Kembali” terhadap UU Paten dengan lebih memperhatikan aspek-aspek nilai,
hakikat, fungsi, dan tujuan dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan guna

memperoleh suatu keadilan.
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